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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum
Islam Terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg.)".
Untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam
memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama
Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg? dan Bagaimana analisis hukum Islam
terhadap putusan Pengadilan Agama L.amongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan para hakim dan
panitera yang memeriksa kasus tersebut, serta melalui teknik dokumenter, yang
selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh
dengan menggunakan logika /nduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan di
pengadilan agama lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut: a) Penggugat (istri pertama) selama menjadi istri
tergugat 1 mendapat penyakit pada rahimnya dan belum dapat memberikan
keturunan. b) Suami yakni tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas dan
mengaku masih jejaka untuk dapat menikah lagi. Sebagaimana dengan ketentuan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat
2, suami (tergugat I) dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada
Pengadilan Agama setempat atas dasar istri cacat atau belum dapat memberikan
keturunan. Dan dari beberapa faktor-faktor yang dapat membatalkan perkawinan,
baik di dalam kitab figih maupun mengacu pada beberapa pendapat para ulama' figih
bahwa pemalsuan identitas dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatan
perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Lamongan
No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab
terjadinya fasakh terhadap ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan
tersebut tidak dapat dibatal karena pemalsuan identitas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya bagi suami yang hendak
menikah lagi atau beristri lebih dari seorang karena istri cacat atau belum dapat
memberikan keturunan, tidak seharus buta mata atau bertidak melawan hukum
apalagi memalsukan identitas karena itu hanya akan menambah masalah terlibih-
lebih berurusan dengan pihak berwajib. Dan bagi Petugas Pencatatan Nikah atau
KUA yang bersangkutan untuk lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan
pra-perkawinan yakni mengenai status dan kebenaran data masing-masing pihak
yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas.
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Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut perkawinan dengan istilah akad yang
sangat kuat atau mitsasgasn ghaliizhaan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin”
bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan
bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, schingga akan terjalin
ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam
membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.’

Dalam al-Qur’an disebutkan hubungan suami istri adalah Mitsaaqgaan
ghaliizhaan yang diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan kokoh.’ Perkawinan
merupakan suatu perjanjian yang suci oleh karena itu dalam melangsungkan
perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah
ditentukan oleh Agama dan Undang-Undang.

Sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 21

Allah SWT berfirman:

’ -’ [

Ua.lpbl...o u.x,.f,umgtriaumf», i,k L

Artinya: “"Bagaimana kamu skan mengambilnys kembali, Padahal scbagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. dan mercka (isteri-isterimu) telsh mengambil dari kamu
Perjanjian yang kuat.”’(QS An-Nisa’: 21).*

? Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta:
Bina Aksara, 1985), 10

3 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi
Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 6

% Depag. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 24



Prinsip perkawinan itu adalah untuk selamanya dengan tujuan
kebahagiaan dan kasih sayang yang kekal dan abadi sebagaimana terdapat dalam

Al Quran surat An Nahl ayat 72 :
Sl Cpn 0357y 3085y Enf (Sl e (0 JaTy S oSl 20 055 e Ay
‘ “.orl!‘ e w0 - . do4 e .’f
O9ASS ¢ Al Ak 0y YIS
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri
dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan
cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

Mengapakah mereka beriman Kepida yang bathil dan meéngirigkari
nikmat Allah 7"(QS. An-Nahl: 72).5

Apebila séorang pria dan scorang wanita télah sepakat untuk
melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan
tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu
berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.®

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang terdapat dalam Pasal 38, suatu perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.
Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan

di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang

3 Ibid, 58
6 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dsn Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, Cet. II, 1996), 10



percerian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena
ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka
sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun
pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah
bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama
lain selain Islam di Pengadilan Negeri.’

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan maka
perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan
kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud
dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan
kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain
dalam Undang-Undang.}

Perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum, akibat hukum dan
akibat sosial yang sangat kompleks dengan adanya faktor tertentu maka
perkawinan dapat dibatalkan, karena pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang
tidak memenuhi syarat-syarat dari pada Undang-Undang perkawinan yang
mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 ;

7 Prakoso, Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, 55
8 Soemiyati, Hukwm Perkawinan Islem, 62



“Perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan’.

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut diatas, maka perkawinan bagi orang
Islam di Indonesia sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah
memenuhi beberapa persyaratan perundang-undangan. Jadi dengan demikian
perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah
yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo
Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan
ternyata pembatalan perkawinan di Pengadilan, khususnya di lingkungan
Pengadilan Agama Lamongan menangani perkara pembatalan perkawinan.
Karena dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak terdapat suatu ketentuan yang
pasti mengenai pemutusan Majelis Hakim yang menganggap suatu perkawinan
adalah tidak sah yang seolah-olah perkawinan itu tidak terjadi sama sekali, atau
suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan. Sama dengan
perkawinan yang terputus secara talak, sehingga akibat dari suatu perkawinan itu
yang terjadi sebelum adanya putusan Majelis Hakim tetap dipertahankan. Maka
ketika suatu perkawinan itu dibatalkan tentunya Majelis Hakim mempunyai
alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis serta dasar hukum

untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.



Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara
sering terjadi tidak dapat diterima bagi para pihak sehingga putusan Majelis
Hakim tidak dilaksanakan oleh para pihak oleh karena itu banyak para pihak
yang menggugat putusan Majelis Hakim tersebut. Misalnya apabila dalam
perkawinan tersebut telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkannya itu
kedudukan hukumnya terhadap orang tuanya banyak terjadi persoalan.
Kedudukan harta setelah terjadi pembatalan perkawinan mengenai harta bersama
sebelum dan sesudah adanya perkawinan sering terjadi permasalahan karena
harta bersama tersebut tidak dapat dibedakan karena sudah bercampur dengan
harta bawaan masing-masing.

Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-
teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri
serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada
umumnya.’ Dalam pergaulan hidup antara suami dan isteri yang kasih mengasihi,
akan berpindahlah kewajiban itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak,
sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong
antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kesalahan.
Persoalan yang timbul apabila perkawinan itu dibatalkan ialah bagaimana
hubungan antar keluarga kedua belah pihak, apakah nantinya pihak-pihak yang

dibatalkan perkawinannya masih pembatalan perkawinan akan timbul juga

i http://www.irib.ir/worldservice/melay uR ADIO/keluarga.



permasalahan seperti adanya rasa kecewa, jengkel atau marah dan tidak puas dari
keluarga salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya pembatalan
perkawinan tersebut.

Telitinya suatu pemeriksaan dalam perkawinan, ternyata masih banyak
terjadi kekeliruan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan baik
syarat-syarat yang ditentukan Agama maupun yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Perkawinan. Seperti banyaknya perkara pembatalan perkawinan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan
salah satu perkaranya adalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul:
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN NO 0146/PDT

G/2010/PA.LMG).

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyusun
beberapa permasalahan sebagai berikut :
I. Bagaimana deskripsi perkara pembatalan perkawinan dalam putusan

Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?



2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara
pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No
0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama
Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

4. Bagaimana pertimbangan kepala KUA kecamatan Turi dalam mencatat
perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No
0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

5. Bagaimana tindakan KUA kecamatan Turi dalam menanggapi perkara
perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt
G/2010/PA.Lmg?

6. Bagaimana tindakan istri kedua yang merasa tertipu atas perkara perkawinan
dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

7. Bagaimana tindakan istri pertama setelah mengetahui perkara perkawinan
dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

8. Bagaimana pertimbangan suami dalam melakukan perkara perkawinan dalam
putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?

9. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan?

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan
tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah

tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi, sehingga masalah-



masalah yang diteliti tidak begitu luas. Penulis dalam menyusun skripsi ini
membatasi hak pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang mana
sesuai dengan putusan No.0146/Pdt G/2010/PA.LMG. di Pengadilan Agama

Lamongan.

. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka, penulis dapat
menyimpulkan rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas dalam putusan No.0146/Pdt
G/2010/PA.LMG. di Pengadilan Agama Lamongan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No.0146/Pdt
G/2010/PA.LMG. tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan

identitas di Pengadilan Agama L.amongan?

. Kajian Pustaka

Banyak sekali penulisan yang membahas tentang pembatalan perkawinan
menurut hukum Islam dan KUHP, tetapi tidak terdapat penulisan yang
membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Ali Ghufron, 1999. Pembatalan perkawinan dengan alasan poligami (studi
kasus tentang izin poligami sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan

Agama Madiun). Dengan rumusan masalah, 1) faktor-faktor apa yang
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menyebabkan adanya pembatalan perkawinan?. 2) faktor apakah yang
menyebabkan pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami?. 3)
dalam hal apakah Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk
berpoligami?.

Lilis Sulistyarini, 2002. Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan
status calon suami di Pengadilan Agama Banyumas, dengan rumusan masalah: 1)
Dapatkan penipuan status calon suami sebagai alasan pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Banyumas?. 2) Apa dasar pertimbangan hukum yang
digunakan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena
penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyuman?. 3) Sanksi-sanksi
apa yang dikenakan bagi orang yang melakukan penipuan status calon suami dan
bagi pejabat pencatat nikah (KUA) yang telah teledor dalam memeriksa proses
pelaksanaan perkawinan?.

Nur Afifah, 2009, Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama
Jombang tentang status anak dari pembatalan perkawinan No.
1433/Pdt.G/2008/PA. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana deskripsi
putusan PA No 1433/Pdt.G/2008/PA tentang pembatalan perkawinan?. 2) Apa
dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan Hakim untuk membatalkan
perkawinan?. 2) Bagaimana status hukum terhadap anak dari pembatalan
perkawinan menurut UU Perkawinan dan pendapat fugaha’?. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena isteri masih terikat



11

perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama
membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti otentik yang sudah

diperiksa Hakim.

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas dalam putusan No.0146/Pdt
G/2010/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan?

2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap putusan pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas dalam putusan No.0146/Pdt

G/2010/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan?

. Kegunaan Hasil Penelitian
Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat
penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan

pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya
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bagi fakultas Syari’ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, serta dapat menjadi
pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

2. Manfaat Praktis
Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi
para pembaca skripsi dan masyarakat pada umumnya dalam menambah

wawasan tentang hak pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

G. Definisi Operasional
Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jangka Waktu

Daluwarsa Hak Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi

Kasus Putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg)”,

agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian

terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Pembatalan perkawinan  : Kata batal dalam sebuah perkawinan di sebut
sebagai fasakh sedang pengertian fasakh dalam
pernikahan nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq
dalam bukunya Figh As-Sunnah adalah bahwa
memfasakh nikah berarti membataalkan dan
melepaskan ikatan tali perkawinan antar suami

isteri.'”

1 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz VIII, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, t.th), 124.
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Pemalsuan identitas : Memalsukan/menyamarkan tanda bukti/tanda
pengenal diri, untuk suatu tujuan.
Hukum Islam : Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum
Islam) dan kitab-kitab figih.
Penulis dalam menyusun skripsi ini membatasi pada hak pembatalan
perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas oleh seorang suami, yang mana
pihak Pengadilan Agama telah mengabulkan pembatalan nikah antara suami

isteri tersebut.

. Metode Penelitian
Penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap hak pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
No. 0146/Pdt G/2010/PA.LMG.), merupakan penelitian yang bersifat penelitian
lapangan (field research). Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian
tersebut adalah :
1. Data yang dikumpulkan
a. Putusan Pengadilan Agama No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg tentang hak
pembatalan perkawinan.
b. Data yang berhubungan pembatalan perkawinan
2. Sumber Data

a. Sumber Primer
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1) Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili

perkara no. 0146/Pdt/G/2010/PA. Lmg tentang pembatalan

perkawinan.

2) Para pihak penggugat dan para pihak tergugat

1.

2.

. Sumber-sumber Skunder

Putusan Pengadilan Agama Lamongan

KHI (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data
primer yang dapat berupa buku-buku, literatur, arsip-arsip, dan
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti maupun berkas perkara dari Hakim

mengenai pembatalan perkawinan serta bahan dokumen lainnya.

. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (fie/d

research), maka tehnik pengumpulan data menggunakan studi kasus,

yaitu menghimpun data dari data primer dan skunder yang ada

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang kemudian

disimpulkan dan dianalisis.
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a. Interview
Teknik interview adalah proses memperoleh keterangan secara
mendalam mengenai suatu kejadian (peristiwa) yang berkaitan
dengan tema yang diteliti yang berbentuk tanya jawab dengan
bertatap muka langsung antara penanya dengan narasumber atau
semacam percapakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi
tentang hak pembatalan perkawinan. Teknik interview merupakan
data primer yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.

b. Dokumenter
Teknik dokumentasi adalah proses melihat sumber-sumber data dari
dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data
yang telah ditemukan bisa berbentuk segala macam bentuk informasi
yang berhubungan dengan dokumentasi dalam bentuk tertulis'' atau
dalam mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, surat
kabar, majalah atau dokumen resmi yang berhubungan dengan hak
pembatalan nik‘ah karena pemalsuan identitas.

d. Tehnik Analisis Data
Deskriptif, yaitu menguraikan data-data yang menyangkut

tentang putusan Pengadilan Agama No Putusan Pengadilan Agama No

' Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2000), 136
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0146/Pdt G/2010/PA.Lmg, tentang pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas, untuk kemudian di analisis menurut hukum Islam.
Induktif, yaitu menarik kesimpulan yang khusus atas dasar
pengetahuan tentang hal-hal yang umum, hak pembatalan perkawinan
kemudian di analisis menurut tinjauan hukum Islam sehingga
menghasilkan kesimpulan tentang bagaimana Putusan Pengadilan Agama
No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg, tentang pembatalan perkawinan karena

pemalsuan identitas.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini serta
mengarah pada tujuan yang sistematis atau berurutan, maka skripsi ini disajikan
dengan urutan sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang meliputi: data yang
dikumpulkan, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data,
sistematika pembahasan.

Bab II tentang Landasan Teori, yang membahas tentang pembatalan
perkawinan, yang meliputi: pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan
pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, akibat pembatalan

perkawinan. Pemalsuan identitas yang meliputi: pengertian pemalsuan identitas,
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dasar hukum pemalsuan identitas, serta pengaruh pemalsuan identitas terhadap
rumah tangga.

Bab III tentang Laporan Hasil Penelitian, yang membahas gambaran
umum tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan
Agama, yang meliputi, profil Pengadilan Agama Lamongan, visi-misi Pengadilan
Agama Lamongan, struktur Pengadilan Agama Lamongan, pertimbangan hukum
Pengadilan Agama Lamongan dalam pengambilan Putusan pembatalan
perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Bab IV tentang Analisis data yang meliputi, analisis terhadap
pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan
dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg,
analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan No
0146/Pdt G/2010/PA.Lmg tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan
identitas.

Bab V tentang Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.



BABII
TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

A. Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi
syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-
ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian
hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan
ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa
perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami
isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai
suami isteri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang
artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab
putusnya perkawinan ialah kerusakkan atau membatalkan hubungan
perkawinan yang telah berlangsung'. Secara definitif, sulit untuk
memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar

memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 85

18
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perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu
tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa
perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh adalah putusnya perkawinan melalui pengadilan yang
hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuai yang diketahui setelah akad
berlangsung. Misalnnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang
menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dari hakikat sebuah
perkawinan .

Selain fasakh ada juga istilah yang hampir sama dengan fasakh yaitu
fasid. Maksud dari fasid adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang
diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan
tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu discbabkan misalnya tidak
terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan di langgarnya
ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Baik istilah fasid maupun istilah batal sama-sama berarti suatu
pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak
mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak
lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mans) bisa

disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.”

’Satria Effendi M. Zein, Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Analisis Yurisprudensi dengen pendekatan Ushulivel), (Jakarta: Preneda Media, 2004), 21,
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Kata sah berasal dari bahasa Arab "Sahih" yang secara etimologi
berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul
Figh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan
dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.’> Fasad dan batal adalah
lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti

fasad atau batal.*

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab lwd (duds i yang

berarti rusak.’ Dinyatakan dalam kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah
IS5 on 5T il g JoL Py by b e b elle g sl 1S
u\:-\) L‘Ag’ JLU\} KA |] C&J\}
“Nikah rasid adalsh nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-
syaratnys, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya,
hukum nikah fasid dan bathil adalah samas, yaitu tidak sab.’
Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang
tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan

pembatalannya (fasid).”

3 Ibid, 22.

¢ Ibid, 25-26

SA.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 92

® Abdurrshman Al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut Libanon:
Dar Kitab Al-Iimiayah, 1999), 118.

7 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya,
(Bandung: Sinar Grafika, 2000), 22.
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beragama Islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak
mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya.
Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara otomatis. Lain
halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahlil kitab (pemeluk agama
Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mercka tetap berlangsung,
mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari

ahlil-kitab.

2. Dasar-Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini
dikemukakan ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits yang berkenaan dengan nikah
yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.
Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggar ketentuan-
ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin

sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 22-23.

- ) I d PRV Y -, -, - 2 -,
Sl o iRy 2ol O A0 Lalle 58 U W1 sl oa ST 5ST G 1 S5 Y
ze ol g Liay Lo ) deldh 2 05 S >3 Y

Artinya: ‘dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah Ilampau.
Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan
seburuk-buruk jalan (vang ditempuh).”(QS. Ani_Nisa’ 22)"

"' Departerien Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, 120.
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pernikahan itu, kemudian ia meagadukazmya kepada Rasulullah SAW.
maka beliau membatalkannya.” (HR. Bukhari)."

Sabda Rasulullah saw, riwayat dari Aisyah ra:

J,...,tL’.,‘,;l\Lghg,J,.; o6 J wug;&gﬁ,uaiﬁba&.,f\uﬁ

W 593 Y 2o 0 ollalldi 1yt 0 Gt
"Apabila searang perempuan menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya
batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia bagi dia berhak
menerima mahar sekedar menghalalkan farjinys, apabila walinya enggan
(miemibeérd ijin) riaka wali Hakin (pemerintah) lah yang meénjadi wall bagi
perempuan yang (dmnggsp) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam empat
kecuali al-Nasa'i).

3. Tujuan Pembatalen Perkawinan

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa nikah yang difasidkan
maupun nikah yang dibatalkan keduanya adalah nikah yang tidak diakui
kebenarannya. Jika itu terjadi, maka pernikahan tersebut harus digugurkan
demi menegakkan ajaran Islam di tengah-tengah para pengikutnya.

Hukum agama Islam dalam masalah perkawinan hanya mengenal
adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan
yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi segala

rukun dan syaratnya, jika perkawinan dilaksanakan, tapi ada sebagian dari

13 Imam Muhammad Bin Isma'il Al Bukhori, Shohih Bukhori, (Bairut: Daru Ibnu Katsir,

2002), 1297
'* Imam Muhammad Bin "Isa At Tirmidzi, 4/ Jami'ul Kabir, (Beirut: Darul Arabi Al-Islami,

1996), 1557
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syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan yang demikian
dianggap tidak sah."

Banyak syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu
perkawinan terpaksa harus dibatalkan, bila pelanggaran itu dibawa ke
Pengadilan Agama dinyatakan fasid dan terhadap pernikahan dianggap sejak
semula tidak pernah tel:iadi.16 Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan
dari pernikahan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah
terjadi pula.

Kemudian karena fasid nikah atau pembatalan pernikahan ini dapat
mengakibatkan pasangan suami isteri itu terpisah untuk selama lamanya,
tetapi dapat juga menjadi pasangan suami isteri lagi, artinya berpisahnya
hanya untuk sementara, hal ini tergantung melihat penyebab terjadinya fasid
nikah.

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya
juga sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 75 dan 76
Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan yang berbeda. Adapun bunyi Pasal
75 dan 76 adalah sebagai berikut:

Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

15 Al-Iman Zainudin Ahmad, Ringkasan Shahih Al-Bukhori, (Bandung: Mizan Media
Utama, t.th.), 72. o o ' _ 4 , B

'* Gatot Suparmono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998),
37.
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a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri’tikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan
yang tetap.

Pasal 76: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuanya.

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 kompilasi hukum Islam di atas
adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa
depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut
tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang
tuanya. Meskipun secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut
benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak
menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi
hukum, maka kebenaran harus ditegakkan meski kadang membawa
kepahitan.l7
. Faktor-faktor yang dapat Membatalkan Perkawinan
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya yaitu ketentuan perundang-undangan

' Ahmad Roflq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),152.
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yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.'®

Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri.'® Sah
atau tidak sah yang dimaksud di sini adalah, terpenuhinya segala rukun dan
syarat dalam suatu ibadah.

Menurut istilah ushul figh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah
atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya.
Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan
tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan
secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat
dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri.

Sedangkan tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dari sah,
yang berarti tidak memenuhi/melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau
akad.?’ Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak
mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan
tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal
menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat
merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Dalam masalah ini para ahli ushul figh telah merumuskan kaidah:

18 K. Wanjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 16
® A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), 155
 Satria Effendi M. Zein, Junal Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Isiam, (Jakarta: Al
Hikmah dan Ditbinbapera Islam, No. 31 tahun VIII 1997), 121-122.
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Wl elisily gdzy Jafh 3 3e ad b e

“Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada,

maka tidak ada pula sesuatu itu.

»21

laseh 4 N ol o YL

“Sesuatu yang menjadikan kewsjiban sempurna Kkarenanya adslah wajib
adanya’”

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua

hal, yaitu :

a.

Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal
yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur’an diatur dalam surat An
Nisaa ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih
mahram, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan
tiba-tiba diketahui bahwa antara mercka terdapat hubungan saudara
sesusuan. Secjak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal,
meskipun telah mempunya keturunan, yang pandang sebagai anak sah
suami istri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena
tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram
antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-
laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan

tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain

2 Muchlis Usman, Kaidah; Ushul{yah dan Fighiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cét.3,

1999), 200.

2 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, (Bandung: al-Ma’arif, Cet. 1,

1986), 344.
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atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu,
perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad
nikah. Hal lain yangmembatalkan perkawinan adalah perkawinan orang
islam laki-laki dengan istri yang kelima.

b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan
perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan
penipuan, yakni suami yang semula beragama non islam kemudian masuk
islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah
pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka
perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al
Qur’an surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai
larangan orang islam menikahi orang non islam, misalnya suami istri
pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah
berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila
telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih
menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat
penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan
muslimah dengan laki-laki non muslim.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami
istri mengetahui ada ‘aib baik diketahuinya sebelum atau sesudah ‘aqad

nikah. Tetapi jika ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukan
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kerelaanny maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan fasakh

dengan alasan ‘aib itu. Ada 8 (delapan) aib atau cacat yang membolehkan

khiyar di antaranya®:

a. Tiga hal berada dalam keduanya (suami-istri) yaitu: gila, penyekit kusta
dan supak.

b. Dua hal terdapat dalam laki-laki yaitu: ‘unah (lemah tenaga
persetubuhannya), impoten.

c. Tiga hal lagi berasal dari perempuan yaitu: tumbuh tulang dalam lubang
kemaluan yang menghalangi persetubuhan, tumbuh kemaluan dan
tumbuh daging dalam kemaluan, atau terlalu basah yang menyebabkan
hilangnya kenikmatan persetubuhan.

Fasakh disebabkan oleh dua hal®*:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau
terdapat adanya halangan perkawinan.

2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak
memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau

fasakh tersebut, ialah®:

B Hasby Ash-Sidiqi, Hukum-Hukum Figih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),115

% Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 253

B Ibid, 245-252
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. Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus.
Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

. Adanya cacat atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi
sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat
yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau
terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

. Ketidakmampuan suami memberi nafkah. Pengertian nafkah disini
berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan
penderitaan dipihak isteri.

. Suami gaib ( al-mafqud ). Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan
tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana
keberadaannya dalam waktu yang lama.

. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami
dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan.Pelanggaran terhadap
perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya

pembatalan perkawinan.
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Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan

diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut

dibawah ini®®;

Menurut Mazhab Hanafi, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan

pernikahan adalah sebagai berikut:

1.

2.

Pisah karena suami isteri murtad

Perceraian karena perkawinan itu fasad( rusak )

Perpisahan karena tidak seimbangnya status( kufu ) atau suami tidak
dapat dipertemukan.

Sedang menurut Mazhab Syafi’l dan Hanbali, hal-hal yang dapat

memfasakh ikatan pernikahan antara lan:

1.

2.

Pisah karena cacat salah seorang suami/istri
Perceraian karena berbagai kesulitan( I’sar ) suami
Pisah karena li’an

Salah seorang suami isteri itu murtad

. Perkawinan itu rusak ( fasad )

Tidak ada kesamaam status ( kufu )

Adapun menurut Mazhab Maliki, hal-hal yang dapat memfasakh

ikatan pernikahan adalah:

1.

Terjadinya li’an

2 A. Rahman I Doi, Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Grafindo
Persada, 1996), 309-310 3.
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2. Fasadnya perkawinan

3. Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk
pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang
tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat
hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya
selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya
berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan
akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak
mengurangi bilangan thalaq®’.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan
perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai
dengan Pasal 72 yaitu sebagai berikut:

1. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad
nikah karena sesudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu
isterl dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. Talak raj’i adalah
talak yang masih boleh rujuk. Arti rujuk ialah kembali, maksudnya
kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui

proses perkawinan lagi.

27 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinaii Islam di Indonésia, 253
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Seorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya (putusnya
hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh isterinya
berbuat zina dan isterinya menolak tuduhan itu).

Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikahi dengan
pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan
telah habis masa iddahnya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari

isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1.
2.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi
isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami
lain.

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.l Tahun 1974.
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5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak.

6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isterl dapat mengajukan permohonan pembatalan
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau
salah sangka mengenai diri suami atau isterl.

Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah:
“Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil darl berbagai kitab
yang ditulis oleh para ulama Figh yang biasa dipergunakan sebagai referensi
pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke
dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi”.

Rumusan yang diatur untuk membatalkan perkawinan bagi orang
Islam dalam Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap dan terperinci
dibandingkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
. Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan

Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam,

yaitu:
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari
suami atau isteri.

b. Suami atau isteri.

c. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya perkawinan menurut
undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.8

Pada Pasal 74 ayat 1 kompilasi hukum Islam menentukan bahwa
pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan
permohonan pembatalan perkawinan itu diajukan oleh para pihak yang
mengajukan pada Pengadilan daerah yang hukumnya meliputi tempat
berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri.?

Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk
permohonan yang bersifat kontensius (sengketa).>® Sehingga dapat lebih jelas
dalam melangsungkan pembatalan perkawinan yaitu sama halnya dengan
cara gugatan perceralan yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai
dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sepanjang hal ini

dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

B Ibid, 41.
® Ibid, 55
3 Ahrum Khoirudin, Pengadilan Agama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 14.
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Seperti halnya perceraian, fasakh juga putusnya hubungan
perkawinan. Secara harflyah fasakh berarti batalnya sebuah perjanjian atau
menarik kembali suatu penawaran.’! Ini berarti bahwa perkawinan itu
diputuskan atau dirusakkan atas salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan
Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan disebabkan karena salah satu pihak
memenuhi cela pada pihak lain yang belum diketahui sebelum berlangsung
perkawinan.

Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala
akibat hukumnya bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak dif2sakhkan
perkawinan itu. Dasar dari putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh

berdasar firman Allah SWT Surat An-Nisa’: 35 dan Surat Al-Baqarah: 231.

o8 s

«U\wﬁuy.agag o] glaf 10 155 &f&&\jﬂuwjamwm

\ﬁ.,.wolfau\un;;‘:

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhn ya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal” (QS. An-Nisa: 35)

bh Sl Yy 5 Lh L o 155l o A5 s (A iy

djuw 1S3 1A 41!1 <A U.x,u \J’,M@JLMJ:.J;J;;} 453 1)

3 S A Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Aflah, 224.
3 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, 123.
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Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir
idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau
ceratkanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganiah
kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat
demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya
sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai
permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allsh kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al
Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan
apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta
ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS. Al-Baqarah: 231).

Isteri yang diceraikan Pengadilan dengan fasakh tidak dapat dirujuk

oleh suaminya, jadi jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteri harus

dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad nikah baru.>

B. Pemalsuan Identitas
1. Pengertian pemalsuan identitas
Suami ialah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita sesuai
dengan syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-
Undang perkawinan.
Islam menempatkan perkawinan sebagal sesuatu yang suci dan

memiliki ketinggian nilai. Dalam Islam perkawinan merupakan tempaan

% 1bid, 56.
* Sayyid Sabiq, Figh Sunnab..., 125.
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kedamaian dan kerukunan. Oleh karena itu, Islam sejak awal menolak sistem
perkawinan yang memungkinkan tidak termilikinya sisi kedamaian. Dan
lahirnya aspek-aspek bagi terbentuknya keluarga sakinah dalam prioritas
utama.

Sumber pokok antara suami dan isteri paling utama biasanya dimulai
dari tidak adanya kejujuran atau dusta dan kesetiaan kepada pasangan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda,
statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan
yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain,
termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.
Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai
pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan
selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Pemalsuan adalah salah satu teknlk dari penipuan, termasuk
pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus
dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang
bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Di mana perhatian
utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang pantas
atau apa 'membuktikan’' dari pada diam-diam pernyataan kritik yang
diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah
proses scbuah lelucon. Pemalsuan adalah perbuatan menurut kamus hukum

adalah lampau waktu, lampau waktu dapat menimbulkan beberapa keadaan.
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Pemalsuan identitas secara bahasa adalah perkataan tidak benar atau
bohong. Adapun orang yang melakukan pemalsuan identitas disebut pemalsu
identitas dengan mendapat awalan “pe” dari kata dasar “palsu” yang berarti
orang yang berkata tidak benar atau pembohong.35

Secara istilah kata pemalsuan identitas adalah membicarakan atau
menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada orang lain, atau
menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada din'nyast.36
Begitu juga dengan pengertian pemalsuan identitas menurut Abdullah bin
Jarullah adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.*’

Pemalsuan identitas sangat dilarang dalam Islam, karena selain
merugikan diri sendirl. Pemalsuan identitas termasuk salah satu
penyelewengan lidah. Ia merupakan penyakit jiwa, bila tidak segera diobati
maka pelakunya akan terjerumus ke dalam neraka, tempat menetap yang
paling buruk.

Dari semua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan suami yang memalsukan identitas adalah suami yang telah
membicarakan sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada orang lain, atau
mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya

(kebohongan tertulis).

5 W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesig, (Jakarta: Djambatan, 1998), 264

% Hamid Ahmed Ath-Thahir, Akhlek Islemi si Bush Hati, (Bendung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), 47

37 Abdullah bin Ja’anillah, Awas/ Bahaya Lidab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 37
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2. Dasar Hukum Pemalsuan Identitas
Adapun hukum pemalsuan identitas adalah sila kejujuran merupakan
syi’ar orang-orang mukmin, maka dusta termasuk tanda-tanda orang

munafik. Allah berfirman dalam surat al-Munafiqun ayat 1.
o Agd Ay S50 i o Dy v 300 2 g 16 b medd Bos )
3 3l bl
Artinya: “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata:
"Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul
Allah". Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-

benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya
orang-orang munafik itu benar-benar orang pendustd’. (al-

Munafiqun: 1)

Termasuk penyimpangan yang nyata dalam masyarakat kita adalah
melakukan pemalsuan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Manusia
banyak yang menganggap sepele masalah pemalsuan, sehingga terjadi
kebiasaan.

Urusan pemalsuan termasuk hal yang berbahaya, karena termasuk
urusan haram yang menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam neraka.

Rasulullah SAW bersabda:
IS Jor M Ji Ly W ) g sl Of g el () iy IS 0y

(ke ize) LIS™ B e 5 o SN (6 n

% Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnys, 442
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Artinya: “Sesungguhnya dusta itu menuntut kepada kekejian, dan kekejian itu

menuntut ke dalam neraka. Tidak henti-hentinya. Seseorang
berdusta dan membicarakan diri dalam dusta, sehingga dicatat di
sisi Allah sebagai pendustd’. (Muttafaq Alaih)*

3. Pengaruh Pemalsuan Identitas terhadap Rumah Tangga

Kebohongan identitas mempunyai cacat masyarakat di seluruh

zaman, maka ia menyebabkan banyak kehinaan dan keburukan dalam

masyarakat itu. Pemalsuan identitas mempunyai beberapa pengaruh buruk, di

antaranya sebagai berikut 40

a.

b.

Menyebarkan keraguan di antara manusia

Terjerumusnya seseorang ke dalam salah satu tanda munafiq

Tercabutnya barakoh ketika berniaga

Hilangnya kepercayaan.

Sesungguhnya selain pemalsuan identitas menyebar dalam kehidupan
masyarakat, maka hak itu akan menghilangkan kepercayaan dikalangan
kaum Muslimin, memutuskan jalinan kasih sayang di antara mereka
schingga menyebabkan tercegahnya kebaikan dan menjadi penghalang
sampainya kenaikan kepada orang yang berhak menerima.
Memutarbalikkan Kebenaran

Di antara pengaruh buruk pemalsuan identitas adalah memutarbalikkan

kebenaran. Hal itu disebabkan para pemalsuan identitas suka mengubah

% Abdiillah bin ja’arullah, awas! Bahaya lidah, 38
“ Iid, 40
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kebenaran menjadi kebatilan, dan kebatilan menjadi kebenaran dalam
pandangan manusia.

Pada umumnya pemalsuan identitas lahir dalam bentuk ucapan
dan perbuatan, maka semakin bersalah kerusakan itu dan akan terjerumus
kepada arah kehancuran, bila Allah tidak memberikan penyembuhannya
dengan obat kejujuran. Dari beberapa pengaruh buruk pemalsuan
identitas sebagaimana yang telah discbutkan dalam kehidupan rumah
tangga, khususnya dalam hal melaksanakan tujuan perkawinan keutuhan
rumah tangga dan memperkuat ikatan keluarga merupakan tujuan yang
diharapkan untuk mewujudkan rasa saling percaya, jujur dan saling

terbuka antara suami dan isteri.*!

‘' Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluargs Sakingh, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), 173



BAB III
HAK PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN
IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama
1. Letak Geograﬁs Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama  merupakan sebuah lembaga  yang
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada
hukum yang berlaku. Adapun Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat
pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama dimana peradilan agama
merupakan kekuasaan negara dalam menerima, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama
Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun perkara-perkara yang
dapat diajukan perkaranya adalah perkara dalam bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilaksanakan berdasarkan
hukum Islam.'

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu penegak kekuasaan
keHakiman bagi warga yang beragama Islam dalam mencari keadilan dalam
wilayah perkawinan. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima

Sudirman No 738 B Lamongan.

! Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dan Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2005), 36
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Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan di sebelah timur
berdampingan dengan KODIM atau stadiun Surajaya di sebelah barat
Koperasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan di sebelah selatan berdampingan
dengan Jalan raya Jl. Panglima Sudirman. Pengadilan Agama Lamongan
merupakan kategori kelas I A, berdasarkan data pada tahun 2009 volume
yang masuk 2.559 perkara/. Sedangkan yang diputus 2419 perkara.

Yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi
30 kecamatan yang terdiri dari 475 desa-desa dan Kabupaten Lamongan
terletak pada belahan bumi 7087 reque lintang selatan dan 1120 257 requo
bujur timur dengan ketinggian rata-rata 7 M di atas permukaan air laut.
Batas-batas sebelah utara laut jawa. Sebelah timur Kabupaten gresik, sebelah
selatan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sedangkan wilayah hukum
Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan jarak tempuh minimal 1 km dan
maksimal 70 km.

Eksistensi gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah
gedung milik negara yang digunakan balai sidang/kantor Pengadilan Agama
yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 luas m2 dan
perluasan tambahan 100 m2 dengan dana proyek ABPN tahun 1984 masing-
masing bangunan tersebut di atas seluas 1067 m2. Sertifikasi hak pakai a.n.

departemen agama CQ. Pengadilan Agama Lamongan sertifikat hak no. 8



desa banjar mendalam IMB No 736/I/1997. Pada tahun 1996/1997
memperoleh tanah dari pemerintah dacrah Kabupaten Lamongan seluas 450
m2 di atas tanah tersebut dibangun 2 bangunan yakni, balai sidang dengan
ukuran 8 x 5 m = dan ruang Hakim 12 x 5m = 60 m2 dana tersebut diperoleh
dari APBN tahun anggaran 1997/1998, dan sejak tanggal 1 maret 1998 sudah
difungsikan. Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan
memperoleh tambahan tanah bekas sawah dari pemerintahan daerah
Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 april 1999 Nomor.
590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor. Tanah rawah
tersebut seluas 336 m2 dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah
dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana. Pada tahun 2006
Pengadilan Agama Lamongan mendapat dana dari DIPA mahkamah agung
RI yakni, pengadaan tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Hl. Panglima
Sudirman No 738 b Lamongan dengan sertifikat hak pakai no 11 dan 12.
Kemudian tahun pada tahun 2007 mendapat bangunan gedung Pengadilan
Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua, dan kemudian tahun
2008 mendapat bantuan dari DIPA Mahkamah agung RI yakni, pembangunan
prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yang

berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving.
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2. Wewenang Pengadilan Agama L amongan

Kekuasaan Pengadilan Agama berkaitan dengan pokok perkara

(kompetensi absolut) berdasarkan pada pasal 49 Undang-undang No. 07

tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: menerima, memeriksa dan

memutuskan perkara yang menjadi persengketaan orang Islam mengenai:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c. Wakaf dan shadaqah2

Sedang bidang-bidang perkawinan yang menjadi wewenang

Pengadilan Agama adalah dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur

dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, antara lain:

1.

2.

Izin poligami
Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun

dalam hal orang tua atau wali, keluarga

. Dispensasi kawin

Pencegahan perkawinan

. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pembatalan perkawinan
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri

Perceraian karena talak

2 Cik Hasan Basti, Péradilag..., 13
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9. Gugatan perceraian

10. Penyelesaian harta bersama

11. Mengenai penguasaan anak

12. Tbu dapat memikul biaya pemeliharaan pendidikan anak, bilamana bapak
yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri

14. Putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

16. Pencabutan kekuasaan wali

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18
tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan
wali oleh orang tuanya.

19. Pembebabanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dalam
kekuasaanya

20. Penetapan asal usul anak

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campuran
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Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain 3

Namun dalam realiasasinya perkara-perkara yang ditangani
Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mana diatur dalem Undang-Undang No 1
tahun 1974 antara lain*;

1. Izin poligami

2. Izin kawin

3. Dispensasi kawin

4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami isteri
6. Cerai talak

7. Cerai gugat

8. Harta bersama

9. Penguasaan anak

10. Nafkah anak oleh ibu
11. Hak-hak bekas isteri

12. Isbat nikah

13. Wali adhal

14. Kewarisan

3 Roihan A. Rasyid, Hukirm Acara Peradilan Agama, (Semarang: Pustaka Aditya, 1999), 29
* Penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
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15. P3HP (permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan).’
. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Untuk menunjang program kerja Pengadilan Agama Lamongan, maka
diperlukan adanya koordinasi kerja (struktur organisasi) agar program kerja
dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Adapun struktur Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai

berikut:

* Data Statistik Pengadilan Agama Sidoarjo



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan
Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan
Dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan
keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang telah
terlampir pada nomor perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., Majelis Hakim

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat 1 dan tergugat II telah menikah di KUA Kecamatan Turi pada
tanggal 06 Oktober 2003 tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Pada saat
menikah, tergugat Il tidak mengetahui jika tergugat I telah mempunyai isteri
sebab selama berkenalan 5 bulan dan proses lamaran hingga pernikahan,

diketahui tergugat I berstatus jejaka;

Tergugat II mengetahui tergugat I telah mempunyai isteri pada saat
tergugat II sedang hamil 3 bulan, ketika itu tergugat 1 tidak pernah pulang dan
kemudian diketahui tergugat I berada di rumabh isteri pertamanya.

Hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II sekarang tidak
harmonis karena telah berpisah kurang lebih 6 tahun dan tidak ada komunikasi
yang baik, terakhir berkomunikasi dengan tergugat I pada saat hari raya tahun

2004.
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Tergugat 1 pernah diperkarakan secara pidana oleh penggugat dan telah
diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2005 karena telah
memalsukan identitas dengan status jejaka dan tergugat II tidak keberatan
terhadap niat penggugat untuk membatalkan perkawinan tergugat I dengan

tergugat II karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah tidak harmonis;

Atas gugatan penggugat, turut tergugat juga memberikan jawaban secara
lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pernikahan tergugat I dan tergugat Il memang dicatat di KUA kecamatan
Turi kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2005 tanpa adanya izin
Pengadilan Agama dan status tergugat 1 dalam seluruh berkas pernikahan adalah
jejaka;

Turut tergugat tidak keberatan terhadap gugatan pembatalan perkawinan
tergugat I dan tergugat I karena memang ada pemalsuan identitas yang telah
dilakukan tergugat 1 dan pernah diproses secara pidana karena memalsukan
identitas dengan status jejaka;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik No: 157/39/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, yang telah

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.I);
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2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan No: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003, yang telah
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.2);

3. Selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1) Miftahul Jannah binti Suhar
2) Fauzan bin Sahlan

Bahwa selanjutnya dalam mengambil hukum, Pengadilan Agama
Lamongan juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti di uraikan di atas
majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah
diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I
adalah suatu isteri yang sah. Terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat I tidak
memberikan jawaban, Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun
telah dipanggil dengan sah dan dengan cara yang patut.

Bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat
aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan bukti P.1 yang merupakan suatu akta autentik yang tidak
terbantah kebenarannya. Akta autentik dan atau alat bukti lain sehingga

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah
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terbukti antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang telah dan
masih terikat suatu perkawinan yang sah;

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1996 yang dicatat oleh
pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik,
kemudian ternyata pada tanggal 06 Oktober 2003 Tergugat I melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat II tanpa izin Penggugat dan izin Pengadilan Agama
dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
No; 380/29/X/2003, dan ternyata dalam melangsungkan perkawinan tersebut
Tergugat I memalsukan identitas dengan mengaku berstatus jejaka;

Tergugat I tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat I tidak dapat
didengar pengakuannya. Sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada
prinsipnya mengakui bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat I
sedangkan tergugat II telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Turi dan
pada saat menikah, Tergugat I mengaku berstatus jejaka sehingga tidak ada izin
Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat
aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima

dan dipertimbangkan lebih lanjut.
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Bukti P.2 berupa akta autentik yang telah dibantah kebenarannya oleh
akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu apa yang diterangkan di
dalamnya harus dinyatakan benar.

Tergugat II mengakui telah menikah dengan tergugat I tanpa izin dari
Pengadilan Agama karena tergugat II tidak mengetahui kalau Tergugat I telah
mempunyai isteri, Tergugat I waktu akan menikah dengan Tergugat II mengaku
masih jejaka.

Demikian juga dengan turut Tergugat mengaku bahwa berdasarkan
catatan yang ada di KUA kecamatan Turi, status Tergugat I adalah jejaka,
sehingga Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II tanpa izin
pengadilan agama.

Para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat I menikah
dengan Tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama, dan akibat pelanggarannya
tersebut Tergugat I telah dipenjara dan berdasarkan bukt P.2 pengakuan
Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi, Tergugat I telah menikah lagi dengan
Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa-bahwa
barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yang baru, demikian juga pasal 71 huruf a Kompilasi
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Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami
melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan
poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan Tergugat I masih terikat
perkawinan yang sah dengan Penggugat sehingga pembatalan perkawinan yang
diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut maka Akta
Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor; 380/29/2003 tanggal 06 Oktober 2003
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan
pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, scbagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan
membatalkan perkawinan antara Tergugat 1 (Muhammad Rozim bin Nur Hamim)

dengan Tergugat II (Wati binti Saum) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai
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pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
pada tanggal 06 Oktober 2003 dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tidak berkekuatan
hukum serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus
lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan Hakim ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 25
Maret 2010 Maschi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah,
dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan
Drs. Sutardi, S.H., sebagai ketua Majelis.

Dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam
memutuskan perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., tentang pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas sudah sesuai dengan pertimbangan-
pertimbangan yang diambil dari UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Kompilasi hukum Islam.



BAB IV
ANALISIS TENTANG HAK PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA
LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam
Memutuskan Perkara No. 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., Tentang Pembatalan
Perkawinan karena Pemalsuan Identitas

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Kehidupan rumah tangga dapat berlangsung dengan tenteram dan damai apabila
masing-masing pihak menjalankan hak- hak dan kewajibannya. Akan tetapi
dalam menjalankan kehidupan perkawinan ini tentu saja tidak selamanya berada
dalam situasi yang damai dan tentram kadang-kadang terjadi kesalahpahaman
antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Sehingga
menyebabkan timbulnya perselisihan, pertengkaran dan sebagainya.

Dalam hal salah seorang atas kedua pasangan suami istri merasa
dirugikan, tertipu atau menemui celah pada pihak yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya yang ditentukan oleh syara’, maka akibatnya suami istri tidak
sanggup lagi menjalankan perkawinannya. Apabila hal tersebut tetap dilanjutkan
maka kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk dan sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan antara suami istri.

59
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Menghadapi kondisi yang demikian ini, maka menurut ketentuan hukum
Islam salah satu pihak dari suami istri dapat memfasakh perkawinannya. Adapun
prosesnya harus melalui Pengadilan Agama, karena Hakimlah yang memberi
putusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadi perceraian. Karena itu
dalam perceraian haruslah ada bukti yang lengkap, nyata, dan jelas. Sebab alat
bukti tersebut dapat menjadikan keyakinan bagi seorang Hakim yang
mengadilinya.

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dan
supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka Hakim
mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah tentang
gugatan tersebut. Oleh karena itu, seorang Hakim harus mempertimbangkan
terlebih dahulu sebelum memberikan putusan. Hal ini agar dalam putusannya
nanti dapat terwujud suatu keadilan yang mengandung kepastian hukum serta
memberikan unsur kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Seperti pada kasus pembatalan perkawinan No:
0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., di sini istri pertama (Umi Laili binti Moh Zuhri)
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena suaminya (Muhammad Rozim
bin Nur Hamim) telah memalsukan identitas untuk melakukan perkawinan
dengan Tergugat I (Wati binti Saum), tanpa meminta izin dari isteri pertama

(Penggugat) terlebih dahulu.
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Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab III,
dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Lamongan No:
0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., terhadap Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai
dengan UU perkawinan tahun 1974 p:

Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No:
0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan
identitas adalah sebagai berikut:

Tergugat I dan tergugat II telah menikah di KUA Kecamatan Turi pada
tanggal 06 Oktober 2003 tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Pada saat
menikah, tergugat II tidak mengetahui jika tergugat I telah mempunyai isteri
sebab seclama berkenalan 5 bulan dan proses lamaran hingga pernikahan,
diketahui tergugat I berstatus jejaka;

Tergugat II mengetahui tergugat I telah mempunyai isteri pada saat
tergugat II sedang hamil 3 bulan, ketika itu tergugat I tidak pernah pulang dan
kemudian diketahui tergugat I berada di rumah isteri pertamanya.

hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II sekarang tidak
harmonis karena telah berpisah kurang lebih 6 tahun dan tidak ada komunikasi
yang baik, terakhir berkomunikasi dengan tergugat I pada saat hari raya tahun
2004.

Tergugat I pernah diperkarakan secara pidana oleh penggugat dan telah

diputus oleh pengadilan negeri Lamongan pada tahun 2005 karena telah
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memalsukan identitas dengan status jejaka dan tergugat II tidak keberatan

terhadap niat penggugat untuk membatalkan perkawinan tergugat I dengan

tergugat II karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah tidak harmonis;

Atas gugatan penggugat, turut tergugat juga memberikan jawaban secara
lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pernikahan tergugat I dan tergugat Il memang dicatat di KUA kecamatan
Turi kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2005 tanpa adanya izin
Pengadilan Agama dan status tergugat I dalam seluruh berkas pernikahan adalah
Jejaka;

Turut tergugat tidak keberatan terhadap gugatan pembatalan perkawinan
tergugat I dan tergugat II karena memang ada pemalsuan identitas yang telah
dilakukan tergugat I dan pernah diproses secara pidana karena memalsukan
identitas dengan status jejaka;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti
surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik No: 157/39/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, yang telah
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.I);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan No: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003, yang telah

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.2);
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3. Selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:
1) Miftahul Jannah binti Suhar
2) Fauzan bin Sahlan

Bahwa sclanjutnya dalam mengambil hukum, Pengadilan Agama
Lamongan juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti di uraikan di atas
majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah
diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I
adalah suatu isteri yang sah. Terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat I tidak
memberikan jawaban, Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun
telah dipanggil dengan sah dan dengan cara yang patut.

Bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat
aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan bukti P.1 yang merupakan suatu akta autentik yang tidak
terbantah kebenarannya. Akta autentik dan atau alat bukti lain sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang telah dan

masih terikat suatu perkawinan yang sah;



Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1996 yang dicatat oleh
pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik,
kemudian ternyata pada tanggal 06 Oktober 2003 Tergugat I melangsungkan
perkawinan dengan Tergugat II tanpa izin Penggugat dan izin Pengadilan Agama
dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
No; 380/29/X/2003, dan ternyata dalam melangsungkan perkawinan tersebut
Tergugat I memalsukan identitas dengan mengaku berstatus jejaka;

Tergugat I tidak hadir di persidangan schingga Tergugat I tidak dapat
didengar pengakuannya. Sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada
prinsipnya mengakui bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat I
sedangkan tergugat II telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Turi dan
pada saat menikah, Tergugat I mengaku berstatus jejaka sehingga tidak ada izin
Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat
aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima
dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti P.2 berupa akta autentik yang telah dibantah kebenarannya oleh
akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu apa yang diterangkan di

dalamnya harus dinyatakan benar.
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Tergugat 11 mengakui telah menikah dengan tergugat I tanpa izin dari
Pengadilan Agama karena tergugat II tidak mengetahui kalau Tergugat I telah
mempunyai isteri, Tergugat I waktu akan menikah dengan Tergugat II mengaku
masih jejaka.

Demikian juga dengan turut Tergugat mengaku bahwa berdasarkan
catatan yang ada di KUA kecamatan Turi, status Tergugat I adalah jejaka,
sehingga Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II tanpa izin
pengadilan agama.

Para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat I menikah
dengan Tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama, dan akibat pelanggarannya
tersebut Tergugat I telah dipenjara dan berdasarkan bukt P.2 pengakuan
Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi, Tergugat I telah menikah lagi dengan
Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa-bahwa
barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yang baru, demikian juga pasal 71 huruf a Kompilasi
Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami
melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan
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poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan Tergugat I masih terikat
perkawinan yang sah dengan Penggugat sehingga pembatalan perkawinan yang
diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut maka Akta
Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor; 380/29/2003 tanggal 06 Oktober 2003
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembatalan
perkawinan pasal 72 ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Meskipun alasan-alasan telah sesuai dengan peraturan yang ada, Hakim
tidak dapat memutuskan perkara terscbut tanpa adanya alat bukti yang
memperkuat alasan isteri. Oleh karena itu sebelum memutuskan perkara tersebut,
Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan
penggugat, antara lain, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan
Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti yang
menentukan. Akan tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya

perlawanan dari pihak Tergugat dan oleh karena itu gugatan dikabulkan oleh
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Hakim dengan putusan Verstek yaitu Penggugat dianggap menang dan Tergugat
dianggap kalah.

Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan tersebut telah diperkuat
oleh bukti saksi dan akta nikah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Maka
Hakim dapat memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut
dengan alasan tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit
untuk dipersatukan lagi. Oleh karena itu alasan penggugat telah memenuhi
persyaratan schingga Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan merujuk pada
UU No 1 1974 tentang perkawinan pada pasal 27 ayat (2), Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 27 (ayat 3) serta Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim yang mengabulkan
perkara pembatalan perkawinan karena suami telah memalsukan identitas

tersebut sudah tepat.

. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan
No. 329/Pdt.G/2006/PA. Lamongan Tentang Pembatalan Perkawinan Karena
Pemalsuan Identitas

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian akan tetapi bukan berarti
agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan
perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Di dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa pertimbangan.

Pertimbangan yang berupada alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya
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perceraian. Walaupun dalam hukum Islam perceraian juga dapat terjadi walaupun
tidak di muka Hakim (terjadi dengan sendirinya), misalnya pada saat terjadi
suatu perselisihan antara suami isteri, sang suami mengucapkan ikrar talag, maka
pada waktu itu juga jatuhlah talaknya kepada sang isteri.

Oleh karena itu Islam memberikan hak thalak kepada suami untuk
menceraikan isterinya dan hak khulu’ kepada isteri untuk menceraikan suaminya,
dan hak fasakh untuk kedua suami-isteri.'

Dari  hasil putusan Pengadilan Agama Lamongan No:
0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., tentang pembatalan perkawinan karena suami telah
memalsukan identitas, Penggugat (Umi Laili binti Moh Zuhri) kepada Tergugat 1
(Muhammad Rozim bin Nur Hamim) dan Tergugat II (Wati binti Saum) untuk
membatalkan perkawinan karena tergugat I telah memalsukan identitas jejaka,
dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan, bahwa Penggugat
menginginkan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan tergugat
melalui Pengadilan Agama, karena Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat
(Muhammad Rozim bin Nur Hamim) dengan mengaku sebagai jejaka untuk
melakukan perkawinan dengan tergugat II yakni (Wati binti Saum), yang
ternyata telah menikah dengan tergugat II (Wati binti Saum) tanpa izin dari

Penggugat (Nur Laili binti Moh Zuhri).

' Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, menurut madzhab Syafi'i, Hanafi,
Meliki, Hambali, (Bandung, Mizan Media Utama, 2003), 155
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Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa mengabulkan gugatan
Penggugat (nur Laili binti Moh Zuhri) yang diberikan Hakim dalam memutuskan
perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., tentang pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan
membatalkan perkawinan antara tergugat I (Muhammad Rozim bin Hur Hamim)
dengan Tergugat II (Wati binti Saum) di depan sidang Pengadilan Agama
Lamongan putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh sebab-
sebab yang telah disebutkan. Tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu
terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, karena dalam kasus ini
Tergugat 1 (Muhammad Rozim bin Nur Hamim) kepada Penggugat yang
mengakibatkan terjadinya perselisihan dan percekcokan yang semakin
memuncak.

Dengan sering terjadinya pertengkaran, antara Tergugat I dengan
Tergugat II ini, maka tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai. Keadaan ini
jelas membawa kepada mudharat, dan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai
dengan kaidah fighiyah:

I 5

“ Kemudharatan itu harus dihilangkan”. *

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami isteri terjadi keadaan sifat
atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak
yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya

2 Imam Musbikin, Qawaid al-Fighiyyah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 67
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dengan alasan suami memalsukan identitas yang menyebabkan sering terjadi
perterlxg'karan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, isteri
boleh menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke
Pengadilan. Diperboiehkannya mengajukan pembatalan perkawinan terhadap
Tergugat II, karena pembatalan perkawinan itu dipandang lebih ringan
mudharatnya daripada mempertahankan perkawinannya, schingga berdasarkan
hasil pertimbangan Hakim, maka Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut
dengan pertimbangan bahwa-pembatalan perkawinan itu dianggap sebagai jalan
keluar yang terbaik daripada mempertahankan perkawinan di mana tujuan dari
perkawinan adalah untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan bahwa:

S ol ) S g G A sl (At - 1S3 Gl of e )
o Ji.ei:b r',%J <l a3

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kckussaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bcnarbmar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’. (QS. Ar-Ruum: 21)°

Jika perkawinan ditefuskan fmaka akan menimbulkah mafsadah bagi
keduanya, karena sudah tidak ada kemitraan antara suami isteri, membatalkan
perkawinan terhadap tergugat 1 dan Tergugat II lebih baik daripada
mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah:

Lq»f A 1 AR £ uU.\...:iS {13

3 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemah, 324
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“Apabila terdapat dua pertentangan, kemafsadahan, maka dilihat mana
yang lebih besar madharatnya untuk mengambil yang lebih ringan
medbmtuya

Disamping itu yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan
perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., tentang pembatalan perkawinan karena
suami telah memalsukan identitas untuk melakukan perkawinan dengan
Tergugat II tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mana Hakim
menggunakan pertimbangan kemadharatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah
SWT surat al-Baqgarah ayat 231:

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena
dengan demikian kamu menganigya mereka. Barangsiapa berbuat
demikisn, maka sungguh ia te]ab berbuat zalim terhadsp dirinya
sendiri” (QS. Al-Baqarah: 231)°

Pertimbangan Hakim yang lain adalah Alasan pembatalan ini tercantum
dalam Pasal 71 KHI yang berbunyi: "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama." Kata
"dapat" dalam Pasal ini mempunyai makna alternatif, bisa batal dan bisa pula
tidak. Artinya, Pasal ini bersifat kasuistis. Tidak setiap poligami tanpa ijin
Pengadilan harus dibatalkan. Dalam penjelasan terhadap Pasal ini hanya

dijelaskan pembatalan yang menyangkut alasan penipuan.

* Imam musbikin, Qawaid al-Fighiyyah, 76
3 Departemen Agama RI;, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 29
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Namun dari hasil wawancara dengan Penggugat (isteri I) bahwa

“Penggugat selama menjadi isteri Tergugat I mengalami sakit pada rahimnya dan

sampai sekarang belum dapat memberikan keturunan”.® Atas dasar pertimbangan

pengakuan penggugat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Tergugat I
dapat melakukan poligami dengan alasan Penggugat cacat atau tidak dapat
memberikan keturunan dan seharusnya dia juga tidak perlu memasukan identitas
untuk dapat menikah lagi.

Sebagaimana dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat
I di perbolehkan melakukan poligami dengan ketentuan Undang-Undang No
Tahun 1974 pasal 4 yang berbunyi:
Ayat I
“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang scbagaimana tersebut
dalam pasal 3 ayat 2 dalam undang-undang ini maka wajib mengajukan

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”™

Ayat 2

“Pengadilan di maksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (b) isteri mendapatkan cacat badan
atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c) isteri tidak dapat melahirkan
keturunan”.

Walaupun pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang merugikan
orang lain dan jelas-jelas memberilkman pengaruh kekecewaan yang mendalain,

sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

¢ Wawancara dengan Penggugat (Istri Pertama) pada tgl 10 Juni 2010.
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Artinya: “Sesungguhnya dusta itu menuntut kepada kekejian, dan kekejian itu
menuntut ke dalam neraka. Tidsk henti-hentinya. Seseorang berdusta
dan membicarakan diri dalam dusta, sehingga dicatat di sisi Allah

sebagai pendusta’. (Muttafaq Alaih)

Tetapi fiqih dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang dapat
membatalkan perkawinan, pemalsuan identitas tidak masuk dalam faktor yang
dapat membatal perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II
bahwa Fasakh disebabkan oleh dua hal’:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau
terdapat adanya halangan perkawinan.

2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak
memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh
tersebut, ialah®:

1. Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus.
Ketentuan tentang syigaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.
2. Adanya cacat atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi

sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang

7 Amif Syatifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Keneana; 2606); 253
¥ Ibid, 245-252
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berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu
setelah suami isteri bergaul atau belum.

3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah. Pengertian nafkah disini berupa
nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan
dipihak isteri.

4. Suami gaib (al-Mafqud). Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan
tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana
keberadaannya dalam waktu yang lama.

5. Dilanggamya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami dan
isteri dapat membuat perjanjian perkawinan.Pelanggaran terhadap perjanjian
perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan
secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini’:

Menurut Mazhab Hanafi, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan
pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pisah karena suami isteri murtad

2. Perceraian karena perkawinan itu fasad( rusak )

3. Perpisahan karena tidak seimbangnya status( kufu ) atau suami tidak dapat

dipertemukan.

° A. Rahman 1 Doi, Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Grafindo
Persada; 1996), 309-310 3.
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Sedang menurut Mazhab Syafi’l dan Hanbali, hal-hal yang dapat
memfasakh ikatan pernikahan antara lan:
1. Pisah karena cacat salah seorang suami/istri
2. Perceraian karena berbagai kesulitan( I’sar ) suami
3. Pisah karena li’an
4. Salah seorang suami isteri itu murtad
5. Perkawinan itu rusak ( fasad )
6. Tidak ada kesamaam status ( kufu )

Adapun menurut Mazhab Maliki, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan
pernikahan adalah:
1. Terjadinya li’an
2. Fasadnya perkawinan
3. Salah seorang pasangan itu murtad

Dari beberapa penjelasan para ulama’ figih di atas sudah memberikan
kejelasan bahwa pemalsuan identitas dalam kaitannya dengan putusan perkara
pembatan perkawinan karena pemalsulan identitas di Pengadilan Agama
Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. yakni pemalsuan status yang aslinya
telah beristri satu namun masih mengaku dan menyatakan jejaka atau “Joko
ting’ (scbutan orang jawa) tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab
terjadinya fasakh terhadap ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain

perkawinan tersebut tidak dapat dibatal karena pemalsuan identitas.
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Sedang yang dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada
penjelasannya. Sebagai bahan komparasi dapat dilihat rumusan mengenai
pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan sebagai
berikut: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dalam penjelasan Pasal ini
discbutkan: "Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa
tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak
menentukan lain."

Dari penjelasan Pasal 22 ini dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir
dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan
bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada
hukum agamanya masing-masing. Artinya, serigid apa pun undang-undang
mengatur regulasinya, keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-
masing. Jika pelaku poligami adalah seorang Muslim, maka ukuran terakhir bagi
bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam.

Dengan klausul ini, meski regulasi telah dibuat untuk poligami dengan
ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya
juga diregulasi dengan ketentuan Pasal 22 — 28, jika perkawinan itu tidak
memenuhi syarat, maka keputusan akhir sah atau tidaknya perkawinan maupun
bisa dibatalkan atau tidaknya perkawinan semuanya merujuk kepada ketentuan

hukum agamanya masing-masing pelaku. Demikian yang dapat disimpulkan dari
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sinkronisasi ketentuan —ketentuan hukum yang ada. Sehingga masing-masing
hukum tidak berjalan sendiri-sendiri mengikuti alurnya sendiri. Artinya, Undang-
undang Perkawinan pada prinsipnya senantiasa mempertimbangkan hukum
agama sebagai kata putus terakhir, jika tampak ketidakserasian antara hukum
agama dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam keabsahan nikah secara tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dari Pasal ini dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri
pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dalam hal pemeluk agama
Islam adalah hukum Islam.

Meskipun pula, penjelasan Pasal tersebut tampak mempersempit ruang
gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada "sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini". Namun,
hakim selaku penegak panji-panji keadilan memperoleh kewenangan yudikatif
yang sangat leluasa untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan
memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti
yang menjadi pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan: "Hakim wajib menggali,
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat."'®

Hakim wajib menggali hukum berarti, hakim wajib mencari ketentuan
hukum meski hukum itu tidak berada dalam ketentuan hukum tertulis. Atau ada
dalam ketentuan hukum tertulis tetapi bertentangan dengan nilai hukum dan rasa
keadilan masyarakat. Misalnya, pencarian itu dilakukan melalui penggalian
terhadap khazanah pendapat para fuqaha Islam, mazhab-mazhab yang beraneka
corak ijtihadnya, termasuk dalam memferivikasi sahih tidaknya sebuah hadis
guna memperkuat hujah pendapat hukumnya.

Selanjutnya, setelah hukum itu digali dan didapatkan, hakim wajib
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum itu. Termasuk di dalamnya
"mengikuti dan memahami" nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang
mempercayai keabsahan dan kebenaran menikah tanpa wali dan saksi, hukum
menikah mut'ah, hukum poligami meski tanpa ijin Pengadilan. Sehingga keadilan
itu bisa dirasakan maslahatnya oleh mereka yang menggunakan hukum itu.

Dalam khazanah figih Islam, poligami distilahkan dengan ta'addud. Dan
dasar hukum dibenarkannya poligami adalah firman Allah dalam QS al-Nisa

4:)3:

' Departemén Agama Rl, Himpunan Undang-Undang Kehakiman, (Bandung, al-Ma’arif,
1986), 475.
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininys), maka kawinilah
wanita-wanita (laln) yang kamu sepangl: dvs, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
a’emikiaal l1"tu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS An-
Nisa’: 3)

Thsan bin Muhammad bin 'Ayisy al-'Utaibi mengatakan: "Saya tidak
pernah mendapatkan adanya ulama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib,
sedangkan para ulama hanyalah mengatakannya mubah atau mustahab.""

Meskipun dalam ayat tersebut ada syarat perlakuan adil terhadap istri-
istri, namun persyaratan adil itu tampak longgar. Allah berfirman dalam QS al-

Nisa (4:) 129:

- a o - 2 ] -,
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
Jjanganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga
karnii biarkan yang lain terkating-katung. Dan jika kamu mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecwmgan), maka sesmggubnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS AN-Nisa’: 129)"

"' Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemabarnnys, 115.
12 Fuad Qawwem, Nikmatnya Sunnah Poligami (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2006), 34
13 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahannys, 143.
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Dalam mengapresiasi ayat di atas, Imam Syafil dalam al-Umm
mengatakan: Sebagian ahli tafsir berkata: "Dan kamu sekali-kali tidak akan
dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian," dalam persoalan (membagi cinta) yang ada dalam hati, sesungguhnya
Allah memaafkan para hamba akan isi hatinya itu, "... tetapi janganlah kamu
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)"; dengan mengikuti hawa nafsumu.
Penafsiran ini yang kelihatannya tepat.'

Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya menyatakan: Artinya: Kalian wahai
manusia, tidak akan sanggup untuk menyamakan semua istrimu dalam semua
sisi, sebab sekalipun ada pembagian dalam bentuk semalam-semalam akan tetapi
pasti terjadi perbedaan dalam cinta, syahwat dan jima', sebagaimana yang
dikatakan Ibnu Abbas, 'Ubaidah al-Salmani, Hasan Bashri, al-Dhahhak bin
Muzahim."

Syarat-syarat keadilan seperti inilah yang menjadi wacana para ulama di
masa lalu. Tidak ada wacana ijin Pengadilan. Tidak ditemukan wacana mengenai
syarat poligami bahwa istri yang telah ada haruslah: tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.'® Tidak

:: Muhammed Bin Idris Al-Syafi'i, A/-Umm, (Bairut: Baitul Afkar Ad Dauliyah, t.th.), 77-78.
Ibid, 80
' Departemen Agama R, Himpunan Undang-Undang Kehakiman, 101.
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diperoleh informasi pula dalam khazanah hukum Islam bahwa meski kondisi istri
seperti telah disebutkan, ia masih harus dimintai persetujuannya.'’

Namun Undang-Undang Perkawinan tidak berterus terang menghukumi
haram poligami. Karena itu, substansi dari pembatalan nikah dengan alasan
poligami tanpa ijin pengadilan bukanlah karena “tiadanya ijin Pengadilan”.
Tetapi alasan bahwa tidak adanya ijin pengadilan karena adanya halangan
perkawinan secara syari’i. Karena pemeriksaan ijin poligami pada prinsipnya
berfungsi untuk memeriksa ada atau tidaknya halangan perkawinan. Namun, jika
secara syar’i nyata-nyata tidak ada halangan yang dilanggar, maka tidak ada
alasan untuk memaksakan pembatalannya, hanya karena tidak adanya ijin

pengadilan.

17 Muhammad ibn Idris al-Syafi'l dalam A/-Unii, 89



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang terdapat dalam bab
sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari deskeipsi perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama
lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

a. Penggugat (istri pertama) selama menjadi istri tergugat I mendapat
penyakit pada rahimnya dan belum dapat memberikan keturunan.

b. Suami yakni tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas dan
mengaku masih jejaka untuk dapat menikah lagi.

Sebagaimana dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
Undang-Undang No.l1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2, suami (tergugat I) dapat
mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat
atas dasar istri cacat atau belum dapat memberikan keturunan.

2. Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh
tersebut, ialah:

a) Syiqaq
b) Adanya cacat atau cacat rohani atau jiwa.

¢) Ketidakmampuan suami memberi nafkah.
82
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d) Suami gaib (al-Mafqud).
e) Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan.

Dari beberapa faktor tersebut dan mengacu pada beberapa pendapat
para ulama' figih bahwa pemalsuan identitas dalam kaitannya dengan
putusan perkara pembatan perkawinan karena pemalsuan identitas di
Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. tidak dapat
dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya fasakh terhadap ikatan
perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dapat dibatal

karena pemalsuan identitas.

B. Saran-saran

Perkawinan dalam keluarga tujuannya adalah membentuk ikatan lahir

batin, maka suami isteri hendaknya:

1.

Sebaiknya bagi suami yang hendak menikah lagi atau beristri lebih dari
seorang karena istri cacat atau belum dapat memberikan keturunan, tidak
scharus buta mata atau bertidak melawan hukum apalagi memalsukan
identitas karena itu hanya akan menambah masalah terlibih-lebih berurusan
dengan kepolisian. Dan scharusnya dibicarakan baik-baik dengan istri,
“Sesungguhnya scgala usaha yang ditujukan pada kemaslahatan niscaya

Allah SWT. akan memberikan jalan”
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2. Sebaiknya pemerintah khususnya Pengadilan Agama Lamongan beserta KUA
Kec. Turi lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data
sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data
masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan
pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak
hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan

penyuluhan hukum kepada masyarakat.
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